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BUPATI GROBOGAN,

bahwa dengan telah dibentuknya Organisasi Rumab Sakit Un Daeral
Dr. R, Sozdjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogar yumg haru
sebapal pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Namgr 9
Tahun 2008 tentang Susuaan, Kedudukan dan Tugss Pokok Orpanisasi
lLembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Grobogan, maka perlu disusun Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas Jabatan can Tata Kerja Organisasi Rumah Sakit Umui Ducrah Dr,
R. Soedjati Socmodiardjo Purwodadi Kabupaten Grebegan,

buhwa urituk maksud tersebut pada haruf a diatas, maka pengiurannya
perlu dietapkan dalam Peraturan Bupaii Grobogan,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Ducrah-
Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengaly;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran

Negars Republik [ndonesia Tahun 1992 Nomeor 100, Tambaban
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Meraluran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunr 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesin Nomor
4389, ;

4. Undang-Undany.........



&

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12‘,5,
Tambehan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 443T)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Perubghan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

" Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran

* Negara Republik Indonesia Nomor 4844

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
 (Lembaran Negara Republik Indpnesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 3637);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sedian Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 3781);

' {{+8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2205 dentang Dedoman
| /'~ Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggwaan Pemerintaban Dacrah
|| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Jir  Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4593);

:.9, Pecraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeriniahan Daerali Provivsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemburan Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Noraor 82, Tambahan Lembaran  Negua
Republik Indonesia Nom.or 4737);

© 10, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Orunisasi
.k« Perangkat Dazrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tobun 2007
© Nomor £9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin jlomor
4741);

UiPeraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pényesahan,

engundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan,

Y#¥17" Keputusan Menteri Keschatan Nomor 782/MENKES/SK/ V12002
tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umumn Daerah Purwodudi milik
Pemerintah Kabupaten Grobogan; :

13. Peraturan ........
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2008 Nomor 4, Seri E ), :

14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Susunan, Kedudukan dan Tuges Pokok Organisasi Lembaga Tekms
Dacrah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3, Seri D );

15, Keputusan Bupati Grobogan Nomor 445/0629/2003 tentang Pemberian
nama Dr. Raden Soedjati Soemodiardjo bagi Rumah Sakit Dacrah
Purwodadi.

MEMUTUSKAN :

)2 PI.E'IRATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG TUGAS FOKOK,
.TUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA

Ly

]

: 'i!g;_';_.‘scrﬁmonmm).m PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
1‘1 BAB I
gy KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peratumn Bupm ini, yang dimaksud dengan:

.
P

Daerab adﬁlah Kabupaten Grobogan,
Pemennt&l‘i ‘Daerah adualah Bupati dan Perangkat Daeral: sebagai unsur penyelengpara
]"emennt&hhn Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan,
4,
5

Sekretaris Daerah adalah Sekreteris Daerah Kabupaten Grobogan.
Rumeh Sai':lt Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi yang selunjutnya

disebut RSUD adalah RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwadadi Kiuupaten

Grobogan yr.. o melaksanakan urusan pemerintaban di Uidang pcla}anm kesehatan
peroranganﬂﬁecara paripurna,
Direktur, Jﬂdalah Ditektur RSUD Dr. R. Soedjati Sozmodiardjo Purwodadi Kabupaten

. ¥ dlt urwodad: Kabupaten Grobogan.
ARt Sub Bagian adalah pembantn Bidang dan atau Bagran RSLI D Dr. R, S'Dﬂd]ﬂ.ll
Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.

L0 el e
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10, Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenzng dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menmlgnk:_m tugas F’?*kolf dan
fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan
bersifat mandiri, .

11, Kelompok Jebatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas
sejumlah tenaga ah!i dan tenaga terampil dalam jenjang jabatan_fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelorapok sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasinya.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(17 Susunan Organisasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, terdiri dari |

I, Direktur,
2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, membawahlan :

2.1. Bagian Sekretariat, membawahkan :
a) Sub Bag Tuta Usaha;
b) Sub Buag Rumah Tangga dan Perlengkapar; dan .
c) Sub Bag Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2.2. Bagian Keuvangan, membawahkan :
a] Sub Bag Anggaran;
b) ‘Sut: Bag Perbendaharaan; dan
¢) Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi.

2.3. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, membawahkan :
a) >ub ug Perencanaan Program dan Pelaporan,
b) Sub Beg Rexam Medik; dan
¢} Sub Bag Informasi.

3. Wakil Direktur Bidang P¢layanan, membawahkan
3.1. Bidang Pelayanan Medik, membawakikan :
a) Seksi Pelayanan Medik 1; den
bj Seksi Pelayanan Medik I1.

3.2, Bidang Pclayanan Keperawatan, membawahkan :
a) Scksi Pelayaran Keperawatan I; dan
b) Scksi Pelayanan Keperawatan 11, L

3.3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik, membawahkan :
a) Scksi Felayanan Penunjang Medik 1; dan
b) Scksi Pelayanan Penunjung Medik II.

4. Kelompok Jabatan Fungsional. '
(2) Masing-masing ........



(2)

(3)

Masing-masing Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini beraca dibawal
dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagan Organisasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi ﬂahagmmana Lampiran,
merupakan banmn tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. .
BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Bagian Kesatu ;
Direktur < * e £
Pasal 3

Dircktur mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di RSUD dan menyusun
kebijakan, membina pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksznaan tugas RSUD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pesal 3 Peraturan Bupii ini,
Direktur mempunyai fungsi:

a.
b.
c

nengoordinasiun peryelengparaan kegiatan di Wakil Direktur Bidang Umum dan Kcuangan;
pengoordingsian penyelengyaraan kegiatan di Waki! Direktur Bidang Pelayanan; dun
pengoordinasian penyelerpgaraan kegiatan pelayanan kesehatan peroranpgan yang m L-lx':'l]t
rawut inap, rawat jalan dan gawat darurat secara paripurna,

Pasal 5

Uraian Tugas Jabatan Dirckiur sebagaimana dimaksud I'asal 3, terdiri dari ;

I'.'.u

b.

= -

menyusun rencana kegiatan PSUD berdasarkan program kf:]]a dan hasil evaluzsi whun
sebelumnya sebagai pcdﬂman kerja;
menyusun Kkebijakan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayatan kesehatun ' kepada
masyarekat bercasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sebegai pedoman selurul aparat
RSUD guna tercapainya tujuan pelayanan kesehatan vang berdaya guna dan berhuasil runa;
merencanakan projram kerja dan anggardn pembiaynan berdasarkan peraluran perundang-
undangan yang berlaku apar mempernleh kejelasan tentang tujuan, sasarar, cara
pelaksanaannya, wa‘ctu dan sumberdaya yang diperlnkan dalam penyelenggaraan pc lnj. snan
keschatan; .
merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan
prioritas dan kondisi obyektif serta rencana strategis agar pelaksanaan kegiatan pelayanan
keschatan sesuaj dengan arah kebijakan Pemerintah Dasrah yang telah ditetapkan;
mclaksanakan sesialisusi dar, pembinaan kebijakan RSUD;
memberikan petunjuk kepada masing-masing bawahan untuk sinkronisasi pélaksanonn tegas:
mengoordinasikan seluruh kegiatan RSUD untuk mewujudkan organisasi RSUD yung dapat
digera'<kan sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam rangka memantapkan kebijakan
pelavanan kesehuatan;

h. melaksanawin .........



6

h. melaksanakan pembinaan administrasi dan organisasi di lingkungan RSUD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ber]aku,

. memeriksa pelaksanaan tugas hawahan bail: secara langsung maupun tidak langsung agar
diketahui tingkal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

J. melaporkan ‘pelaksanaan tugas kepada Bupati secara tertulis maupun lesan sebagai
pertenggung jawaban pelaksanaan tugas;

K. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lnk:p) dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
sebag:lai wujud pertangungjawaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi dan tujuan
organisasi serta menetapkar indikator kinurja kegiatan RSUD:

.- menpyusun laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus
kas dan catdtan atas hasil leporan keuangan RSUD:

m. memberikan pénilaian kepada bawahan melaluj DP.3 untuk mengetahui prestasi dan dedikasi
bawihan;

n. menyampaikan saran dan mesuxan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis schagai bahan
pertimbangan Bupati dalam tmengambil keputusar, lebih lanjut; dan

0. me!_uksarmkan;;mgas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

P
e

Bagian Kedua

doatat s b T T " I’ .
Wil Durslevir Bidany Vrare, dae, Ve s s,

Lo,
L

g Pasal 6

¢

Wakil Direktur 1Igi'dam;, Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin peleksanaan
tugas di Bagian Sekretariat, Bagion Keuangan dan Bagian Perencenaan dan Relany Medis dan
menyusun  kebijaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi
pelaksanaan tugas di Bagian Sckretariat, Bagian Keuangan dan Bagian Percrcanasn dun Rel:am
Medik RSUD sésuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

1S

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan [upuli ini,
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, mempunyai fungsi ;

a. pengoordinasian kegiatan-kegjatan di Bagian Kesekretariatan:

b. pengoordinasian kegiatan-keg aian di Bagian Keuangen; dan

¢. pengoordinasian kegiatan-kegiatan di Bagian Perencanaan dan Rekam Medik.

Pasal 8

Ura.an Tugas Jabaien Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana cimaksud

Pasal 6, terdiri dari : "

d. menyusungreAting kegiatan Bagian Sekretariat, Bagian Keuanean dan Bagian Perencanaan
dan Rekarifetiikidi RSUD berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi tzhun sebelumnya
sebagai p onttiKe rja; |

b. membantu” Direktur dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan i RSULY secara
paripurna di bidarg umumn dan keuangan;

nclylot

. MENYUSIIT o



¢, menyusun ketijakan dalam menyelenggarakan keglatart Bagian Sekretarint, Bagiar
Keuangan dan Bagian Perencanaan dan Rekam Medik di RSUD berdasarkan hasil evaluasi
tahun sebelumnyn sebapai pedoman seluruh pelaksana ¢ Bagian Sekretarint, Bagian
Keuangan dan Bagian Perencanaan dan Rekam Medik guna tercapainya tujuan;

d. merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalum penyelenggaraan kegiatan di Bagian

Sekretariat, Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan dan Rekam Medik berdasurkan

prioritas dan kondisi obyektif agar pelaksanaan kegiatan scsuai dengan arah kebijakan

Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;

melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan di Bagian Sekretanat, Bagian Keus ngan

dan Bagian Perencanaan dan Rekam Medik; ;

I mengoordinasikan seluruh kegiatan di Bapian Sekretariat, Bagian Keuangan, dan Bagian
Perencanaan dan Rekam Medik dengan Wakil Direktur Bidang Pelayanan guna mewujudkan
organjsasi RSUD yang dapat digeralkan sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam
rangka memantapkan kebijekan pelayanan kesehatan;

¢, meclaksanakan pembiraan administrasi dan organisasi di Buglan Sekretariat, DBagian
Keuangan, Bagiar Perencanaan dan Rekam Medik di lingkungan RSUD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur secara tertulis maupuh lisan sebaga
pertanggung jawaban; '

1. memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP.3; i

j. menyampaikan saran dan masukan kepada Direktur secara lisan maupun tertulis sebag
buhan pertimbangan dalan pengambilan keputusan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diterikan oleh Direktur sesua dengan bidang tugasnya.

L]

Pasal 9

(1) Wekil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal ¢ Peraturan
Dupati ini, membawahkan :
a. Bagian Sekretariat;
b, Bagian Kewngan, dan
¢, Baglan Perencanaan dan Rekam Medik,

(2) Masing-masing Bagiun schagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorung
Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direkiur Bidang
Umum dan Ketangan.

Paragraf Kesatu

Bagian Sekretariat . o T

Pasal 10 4
bepala Bagian Sekrelariat, mempunyai tugas pokok memimp:r pelaksannan tagas di Sckrelariar
Jun melaksanakan kegialen keltatausahaan, administrasi umum, perpustakaan, urussze rumah

tangpea, peneclolaan kepepawaian dan Dik]at SDM rumah sakit serta  urusan hubum dan
kehurnasan rumah sukit.,

B | tia



Pasal 11

Untuk menyelengparakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Jupali ini,
Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

i

b.

~

=

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan urusan ketatausalaan, administrasi
umum, urusan hukum dan kehumasar; ' 1
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan urusan rumah tingga dan
perlengkapan; '
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan urusan kepegawaian;
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangai urusan Diklat; des
péluksanaan ketatavsahaan, administrasi umum, surat menvurat, ketatalaksanaan ruman
sukil, pengeloiaan iepepgawaian, perpustakaan, rumah tangga, hukum dan kehumasan rumah
sakit.

Pasal 12

Bugian Sckretariat scbugainiina dimaksud Pasal 10, terdiri dari ;

i
£y

b

.

menyusun rencana kerja Sekreteriat secara tertulis sebagai pedoman kerja; »

melaksanakan koordinasi di lingkungan Sekretariat dan unit-unit lain sesuai kebuithan gun
keterpaduan kerja;

menyelenggarakan  administrasi dan  ketatausahaan, kerumahtanggaan,  peongelolaan
kepegawaian dan Diklat SDM rumah sakit scsuai ketentuan; Y
menyclenggarakan kebutuhan rumah tangga, melaksanakar pemeliharazn sarena dan
prasarana rumah sakit seria pengelolaan mobil dinas, ambulance dan mobil jenziiy,
meluksanakar manajemen rumah sakit berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang
beriokue

melaksanakan urusan hukum: -
menyelenggarskan  perpustakaan  sesuai  keteniuan yang berlaku  puna  menanbal.
pengetahuan;

melaporkan peluksanaan tugas kepada atasan, baik secara lisan maupun leitiiis sehag
pertanggungjawaban pelaksunaan tugas;

memberikan penilaian pekerjaon bawahan setahun sekali melal D3

imelaksanukan pembinaan kepada pegawai sesuai peraturan perundang-undargan yvang
borlaku, -

menyusun Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lukip) dan penyusunan lLaporan Penyelenggaraan Pemerintihan Daerah (LPPLY} Bupati
sebagai wujuil pertangungjuwaban kinerja aparatur sesuai dengan visi, misi don lujuan
orzanisasi serta menetapkan indikator kinerja kegiatan RSUD;

mermberikan soran dan mesakan kepada atasan baik lisan manpun tertulis sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam pengambilan kepuusan; dan

melaksanakan tugas laln yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
sesual dengan bidang tugasnya, i

Pasal 13

Bagian Sekretariat sebagaimar.a dimaksud Pasal 10 Peraturan Bupati ini, membawshlan :
e, Sub Bagian Tats Usaha; '

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Masing-ina<ing oo,
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(2) Mu.~ting-masiﬁg Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin olch seorang
Kepela Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Sckretariat,

| Pasal 14 (s I qn it
e Ak !

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di Sub

Bagian Tate Usaha dan raenyclenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi WINUL, urusan

nukum, perpustakaan dan pengelolaan saran/aduan tertulis dari masyarakat,

Pasal 15

' Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraluran Hupali e,

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyei fungsi :

o penyusunan program kerja di bidang ketatausahaan;

| b. pelaksanaan kegintan administrasi umum, surat menyurat dan kearsipan |

: ¢ penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat dan ketatalaksanaan organisasi:

g penyelenggaraun urusan hukum dan kehumasan serta pengelolaan pengaduan masvarakar:
dun '

e penyelenggaraan rapat dan pertemuan, : .

- Pasal 16

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14, terdiri

darj , W .

’ 4. menyusun rencanu kegiatan Sub Bugian Tata Usaha secars tertulis sebageai pedoman kerja;

b. meluksanakan koordinasi dengan sub bagian lain di lingkungan Sckretariat sesuai kebutuhan
suna keierpaduan kerja;

¢. meliksanakan surat menyurat dan kearsipan sesual kelentusn vang berlake guny tenib

_ administrasi:’
" @ melaksanakan pangelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan; :
C. memeriksa dan membina pelaksanaan tugas bawahan secera langsung muupun tidak
langsung agar dikelahui lingkat aktifitas, efektifitas dan efisicnsi dalam pelaksanaan wigas;
f' mengevaluasi:tugas bawahun berdasarkan laporan pelaksenaan tugas agar diketalivi lingkat
elektifitas dan kendala yung ada guna dilakukan upaya penyempurnaar:
. meleporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tzriulis sebaga
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
@ rienyusun Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Temerintaly
- (Lakip) dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintolian Dacrah (LEPD) Bupati
sebapai wujud pertangungjawaban kinerje aparatur sesuai dengan visi, misi «an lujuan

L3

i organisasiiSertain enctapkan indikator kinerja kegiatan RSUD;
i, mem bﬁﬁ, Jl'dn pekerfaan bawahan setahun sekali melalui DP.3;

il dan masukan kepada atasan baik secara jesan maupun tertulis; dan
p2laksanah TS lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Seckretariat sesuai dengan bidang
lugasnya,

B



T . Y
'.]|.| I|EII|,I I'I

Pasal 17 = %

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok memimpin
pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlergkapan dan melaksanakan kegiatan
rutiah tangga, pengelolaan perlengkapan, peralatan penunjang non medik dan pemeliharaa.
sarana penunjang non medik serta kzamanen lingkungan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarukan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Bupati ini,
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, mempunyai fungs :
a. penyusunan p.ogram kerja di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan;
b. perencanaan dan kebutuhar Sub Bagian Rumah Tangga can Petlengkapan;
c. penyelenggaraan urusan rumah tangga; _ £
4. pemeliharaan-nericnokapan dan pr:.raw/ non medik;
¢. penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan kebersihan rumah sakit; dan
*. penyelenggaraan pengembangan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan;
{5 Pasal 19

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapar sebagatmana

din1uksud_P,asﬁl’EIT, terdiri dasi ¢

a. menyustidiréncana kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan secara tertulis
sebagai péﬁﬁgr__r.an kerja;

h. melaksanakin koordinasi dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD,

: mulaksann_igﬁn pembinaan tugas kepada bawahan secara langsung maupun tidak langsung
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik;

d. mcluksanak_’nrn monitoring dan evaluasi kepada bawshan mengenai tugas-tugat yang
diberikan.agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan: B

¢ nelaksanakan urusan rumah tangga sesuai dengan kebijakan, guna menunjany kelancaran
pelaksanaan tugns:

I, menycdiakan peralatan atau perlengkapan non medis sesuai kebutuhan dan angoaran guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan; k

¢, melaksanakan pemelibaraan bangunan dan peralatan penunjang non medis, kendarun dinas,
perawatan gedung, taman RSUD, kebersihan, instalasi air minum, penanganan limbal, listrik
dan Iain-lain;gesuui dengan tugas-tugas urusan kerumahtarggaan dan perlengkapan;

h. melaksanakan mengatur jadual dan melakukan pemantavan dan penibinoan  untuk
kepentingankitugas-tugas  pengemudi dan satpam agar dapat menunjang peninpkatan
pelayanan-serta dapai memberikan rasa amar kepada petugas atau keryawan lair, pasien
maupun-keluarganyu,

I, -na.:laporkﬂhbg_l_uksanaan lugas kepada atasan, baik secara lisan maupun terthlis sebagai
pertangguittibah;

i .-:'-"r."i" :-f-ia_u&'" idan masukan kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sebagai
bahan pertIfbaNEan atasan dalam pengambilan keputusan; dan

K. pelaksanaanftgas lain yarg diberikan oleh Kepala Bagian Sekretariat sesuai dengan bidang
tugasnya.
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Pasal 20 TN

Kepala Sub Bagian Kepegawaiar, Pendidikan dan Pelaiihan mempunyai tugas pokok memimpin
nelaksanaan tugas di Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelcnggarakan
urusan administrasi kepegawaian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM rumah sakit
meliputi SDM medik, non medik dan paramedik melalui Diklat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan DBupati ini,

Sub Bagian Kepeégawaian, Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai fungsi

¢. penyusunan program kerja di dibidang pengelolaan kepegawaian dan perencanaan Diklat;

b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan Diklat,

¢, perencanaan kegiatan dan kebutuhan urusan kepegawaian,

d. pengembangan dan peningkatan kinerja pegawai dan penyelenggaraan evaluasi din
- pelaporan kepegawaian; :

¢. perencanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDIM; dan

f. penyelenggaraan peringkatan pengetahuan dan keterampilan termasuk tenaga dari institusi

diluar rumah sakit,

Pasal 22

Uraian Tugas Jabatun Kepala Sub Bagian Kepegawaiun, Pendidikan da Pelatihan scbagaimana

dimaksud Pasal 20, terdiri dari ; .

~a. menyusun reacana kerja di Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi

“Diklat secara terlulis sebagai.pedoman kerja;

b. niclaksanakan koordirasi baik di lingkungan RSUD maupun dinas/instaasi terkait sesuai
kebutuhan guna keterpaduan kerja;

c. melaksanakan pembiraan tugas kepada bawahan secara langsung maupun tida’ langsung
apar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;

. melaksangkan pengelolaan administrasi kepegawaian;

¢. mulaksanakan penyimpanan dan pengamanan dokuvmen pegawai; :

[ menyusun usulan kenaikun pangkat dan gaji berkala pegawai, Daftar Urut Iepongkatan,
cuti, ijin belajar, ijin gelar kesarjanaan, Kartu Pegawai, Kartu Askes (HI}, Karin Taspen,
Ujian dinas, ujian kenaikan pangkat, pengurusan pznsiun negawai;

¢. murencanakan kegiatan dan kebutunan kepegawaian;

h. merencanakan diklat teknis dan diklat stmiktural bagi PNS sesuai peraturan perundang-
uncéangan yang berlaku; _

i merencanakan peningkatan pengetahuan dar. ketrampilan SOM  rumah sakit Lui'c fenaga
medik, paramedik maupun non medik; :

J. menyelenggarakan Diklat bugi tenaga medik, paramedik maupun non medik;

k. melaksanakan svelvasi dan pelaporan kepegawaian; ‘

| melaporkan pelaksahaan tugas kePada atasan, baik secara lisan maupun terlilis sebagal
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; '

m. memberikan penilaian pekerjaan pada bawahan setahun sekali melalui DP.3;

n. menghimpun DP.3 dari Sckretariat dan bidang-bidang lain;

o, memberitan ...,
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0. memberikan saran dan masukan kepada atasan, baik lisan maupun tertulis schagai buhan
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Sekretariat sesuai dengan bidang
ugasnya,
Paragraf Kedua

Bagian Keuangan
Pasal 23

Kepala Bagian Keuvangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di Bagian
Keuangan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan program
anggaran, kegiatan perbendaharaan, mobilisasi dana serta veri Fkasi dan akuntansi.

Pasal 24

Untuk menyelengparakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Bupiti ini,

Bz gian Kevangan, mempunyai fungsi :

a, perencanaan kegiatan di Bagian Keuangan;

b. penyusunan rencana anggaran dan program,

c. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan, perbencaharaan, verifihasi akuntansi dan
mobilisasi dana dan penyvsunan laporan pertangungjawaben keuangan; .

d. pengembangan dan peningkatan kegiatan perbendaharaan verifikasi akuntanst dan mobilisasi
dane; dan

¢. pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan perbendeharaun, verifikusi akuntinsi dan
mobilisasi dana.

Pasal 25

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 25. terdhri dary

a. menyusun rencana kegiatar Bagian Keuangan secara tertulis schagai pedoman kerja.

b. menyelenggarakan pengelolaan keuangan RSUD berdasarkan prinsip-prinsip pengeioizan
keuangan dan akuntansi,

c. melaksanakan Koordinasi dengan sub bagian lainnya sesuai kebutuhan guna ketwerpaduan

kerja;

melaksanakan grorisasi di bagian keuangan;

mengadakan supervisi dan pengawasan penggunaan anggaran pada RSUD:

memantau dan mefueriksa kebenaran dari pelaksanaan kerja bawahan:

meningkatkan psrgetativan dan kemampuan di Bagian Keuangan;

melaporkan pelaksanaan fugas kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sebagai

pertanggungjawabah peluksaraan tugas;

melaksanakan penyusunan  laporan keuangan, yang lerdiri dari realisasy anggaran,

penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan:

memberikan penilaian pekerjaan bawahan melalui DP.3: .

memberikan saran dan masukan kepada atasan, baix secara lisan maupun tertulis sehapal

behan pertimbangan atasen dalam pengambilan keputusan; dan

| pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Dirckiur Bidang Umum dan Keuangan
sesual dengan bidang tugasnya.
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Pasdl 26

(1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2“ Peraturan Bupati ini, membawahkan :
a. Sub Bagian Anggaran ,
b. Sub Bagian Perbendahuraan; dan
¢. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

(2) Masing-masing Sub Bagian schagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang
Kapala Sub Bagmn yarg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Kzuangan,

C Pasal 31,

Kepala Sub Bagian Anggaran mem; *un}E’T;,as pokok memimpin pelaksanaar tugas di Sub .
Bagian Anggaran den menyelenggarakan kegiatan penyusunan program anggaran dan,
pengawasan penggunaan anggaran rumah sakit guna tercapainya efektifitas dan ciisienst dolam
pengpunadn anggaran den meningketkan pendapatan rumah sakit.,

Pasal 28

il . o

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimara dimaksud Pasal 27 Peraturan Dupali ini,

Sub Bagian Anbi,nrun mempunyai fungsi :

(. penyusunamprogram kerja di bidang penganggaran;

b. perencanaan kegiatan dan kebutuhan di Sub Bagian Anggaran;

¢, penyelsnggaraan pengangparan di lingkungan RSUD; :

d. penyelenggaraan kegiatan dan menyusun rencana anggaran belanja dan pendapatin rimah
sakit,

¢, pengembangan dan peningkatan kegiatan penyusunan anggaran belanja dan peidapatan
rumah sakit; dan

I, pelaksansan pengendalian, cvaluasi dan pelaporan penyusnnan anggaran belunja dar
pendapatan rumah sakit,

Pasal 29

Uraiun Tugas Jabutan Kepaly Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 27, terdini

dari g

noomen }'LIH'LIH rencuny Kegiatan Sub Bagian Anggaran secara tertulis sebagzal pedomun segja;
menyusun usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja dari masing-masing unit kerja,

¢. menyusun. hasil pembahasan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran ke dalam bentuk
Usulan Rencﬂna Kerja;
m:.laksa akn ||- yusunan anggaran di lingkungan RSUD berdasarkan kebijakart Direktur;

ur f._rencmm kerja berdasarkan Pedoman Penetapan Anggar;m dari Fe :1eru1mh

Daerah KABURELEN:

Iome kaaﬂna%' koordinasi dengan sub bagian lainnya di lingkungan Bagian Keuangan
atuupun lintas bagian sesuai kebutuhan guna kelanceran pelaksanaan kerja;

g menghimpun usulan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja dari
masing-masing unit kerja di RSUD,;

h. mengadakan ........
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h, mengadakan pembahasan usulan rencana kegiatan dari kebutuhan anggaran pendupatin dan
belanja bersama Tim Penyusunan Anggaran RSUD; , .

i, mengoordinasikan Usulan Kegiatan guna pengajuan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) ke
Pemerintah Daerah Kabupaten untuk ditetapkan menjadi Daftar Penggunaan Anggaran
(DPA); B o
mengikuti proses pembahasan penctapan daftar remcana kegiatan menjadi Dallar
Pengguhaan Anggaran (DPA). _
mengajukan permohonan pengesahan Daftar Penggunaan Anggaran kepada Bupati:
nelaksanakan otorisasi di bagian anggaran;

. meningkatkan pengetahuan di bagian perencanaan dan pengendalian anggaran:
melaporkdn pelaksanaan tugas kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; :

o. memberikan penilaian pekeriaan bawahan melalui DP.3;

p. memberikan saran dan masukan kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sebaga:

bahan pertimbangan atusar. dalam pengambilan keputusan; dan

q pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuni denyan hidang

tugasnya, !

- Pasal 30

Kepala Sub ngi'aﬁ Perbendaliaraan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanain luas di
Sub Bagian - Perbendaharaan, melaksenakan administrasi keuangan  dau pengelolaan
pe:rhendaharé;@;’é.;fnenyelenggarakun kegiatan dalam rangka pengelnlaan pendapatian rimah sakil
meliputi pencl?irfmn dan penghimpunan sumber-sumber dana.  pencrimaan  nembiayaran,
pengudminisﬁ;aﬁgn serta  pertanggungjawaban, menyelsnggarakan  pengendalian dan
pengawasan yglﬁ;ganaan kegiatan di Sub Bagian Perbendaharaan.

T

BETF
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan 1apati ini,
Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi :
2. penyusunan program kerja di bidang perbendaharaan;
b. perericanaan kegiatan dan kebutuhan di bagian perbendaharaan finn mobilisas don
c

Pasal 31

pengelolaan kegiatan perbendaharaan, pengeluaran keuangan, pencrimaan pembayirin Gera
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan,
d. penyelenggurann kegiatan dan administrasi perbendaharaan RSUD:
e. pelaksanean kegiatan dan pengelolaan penyusunan laporan perlanggung jawaban keuangan:
f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan perbendahuruan dan
pengelolaan keuangan, kegiatan mobilisasi dana serta penyusunan laporan perienggung:
jawaban keuangan rumah sakit, 4 :
; R

Pasal 32

Uraian Tugaﬁ'ta'ﬁ Kepala Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud Pasud 30,
terdiri dari :

. THCAYUSHI oo
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Inenyusun rencana kagiatun Sub Bagian Perbendaharaan sccara tertulis sebagai pedoman
kerja;

melaksanakan tata usaha keuangen sesuai ketentuun yang berlaku schingga diperoleh hasil
yang benar, baik dan tertib administrasi;

melaksanakan  kegiatan perbendaharaan  agar pengelolnan  perbendaharian  oleh
bendaharawan sesvai dengan ketentuan;

mengelola penyusunan pertanggungjawaban keuangan rumah .akit:

mencari dan mepghimpun sumber-sumber dane lain guna meningkatkan pendapatan rumah
sakit;

melaksanakan penerimaan pembayaran yang merupakan sumber pendapatan rumah sakii;
mengelola penerimaan pembayaran sesuai ketentuan vang telah ditetapkan;

mengelola laporan penerimaan pembayaran dari kasir rumah sakit atas pendapatan setiap
hari; '

memeriksa dar. mengawasi pelaksanaan penerimaan pembayaran, schingen dapat memantau
dan mengetahui besarnya penerimaan harian dan pihutangi;

melaksanakar administrasi dan ksgiatan perbendaharann keuangan di lingkunpgan RSUD
sesuai kebijakan Direktur;

memantau dan memeriksa kebenaran dari pembukian dan pengadministrasinn  dari
pencrimaan pendapatan maupun pengeluaran yang dilakukan olch Bendahara schingga
terwujud tertib administrasi;

mengadakan supervisi dan pengawasan kepada para pelaksana penerima pembayazan secara
berkala guna menghindarj penyelewengan;

mengimplementasikan dan melaksanakan program baru dan peraturan baru yang berkaitan
dengan perbendaharain dan mobilisasi dana sesuai ketentuan,

melaksanakan koordinasi dengan sub bagian lainnya di lingkungan Bagian Keuangan
ataupun lintas bagian sesuai kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan kerja;

melal:sanakan ctorisasi di bagian perbendabarzan daa mobilisasi dana;

merencanakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan pelatihan,
kursus dan lain-lain di bagion perbendaharaan;

melaporkan pelaksanaan tugus kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

memberikan penilaian pekerjaan bawahan melafui DP.3;
menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan heuangar., yang terdiri dari
realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasi| laporan keuangan; '
meinberikan saran dan thasukan kepada atasan, baik secarz lisan maupur tertulis: don
peleksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kevangan sesuai denpan hidang
tugastiya.

Pasal 33 4

Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pokok mendmpin pelaksanaan
tugas di Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi, melakukan kepiatan pemeriksaar, penelitian
setiap penerimaan dan pengeluaran dan pengajuan SPP Rumah Sakit dan menyelenpparan
akuntansi dan penyusunan laporan kevungan rumah sakit.

Pl v
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Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Bupati ini,
Sub Bagian Verifikasi dan Akun‘ansi mempunyai fungsi

e oW

-]

pznyusunan program kerja di bidang verifikasi dan akuntansi;

perencanaan kegiatan dan kebutuhan verifikasi akuntansi,

penyelenggaraan kepiatan verifikasi dan akuntansi,

penyelenggaraan kegiatan peweriksaan, penelitian scliap penerimaan dan pespeluaran
keuangan,

penyelenggaraan kegiatan akuntansi, dan .
pelaksanaan pengembangan, peringkatan kegiatan werifikisi akuntansi, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan kegiatan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 35

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal
33, terdini dari :

[ B ]

menyusun rensana kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Akuatansi sceara tertulis sebaga
pedoman kerje;

melakukan' pembukuah pendapatan dan pengeluaran sebagai kontrol keuangan almban
meneliti kebenarannva, agar tidak terjadi kesalahan; L
melakukan penelltlan terhadap kelengkepan SPJ (surat pertanggungjawaban) scbelum
dikirim ke pe_]abat yang berwenang oleh Bendahara agar pelaksanaan tugas berjalan Lincar;
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan olch chdqhum
peageluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU can SPP-LS Guji dan tunjangan P NS serta
penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan kelentuan perundang-undangar vang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;

mc]‘akukanﬁﬁeﬁ ikasi SPP;

menyiapkan SPM;

melakukan, ?Eﬁﬁkﬂ&l harian atas penerimaan;

melakﬂanakah akuntansi di rumah sakit:

menyiapkan laporan keuangan rumah sakit;

menyusun netaca dan laporan keuangan rumﬂh sakit balk bulanan maupun tahunan;,
menyusun Iapnran pendapatan per instalasi sebagai dusar analisis produktifitas instalasi:

. mel koordinesi dengan ‘sub bagian lainnya di lingkungan Bagian Keuangan

alaupur lintas hng:a.n sesuai kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan kerja,

melaksanakm otoridasi di bagian Verifikasi dan Akuntansi;

memngkatkaﬁ fergetahuan dan ketrampilan bagi staf dan pimpinan melalui puuhdlkdn‘-
pelatihan, km‘sus dén lain-lain di biddng Verifikasi dan Akuntansi;

melﬂpun{.an (pglaksanaan tugas kepada atasan, baik secara lisan maypun terthilis sebaga
pertanggutis an pelaksanaan tugas;

membe, J;i alan dengan DP.3 kepade bawahan untuk mengetahui prestasi kerjatya;
membe “dan masukan kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis Rcbagai

bahan pertlm angan atasan daam pengambilan keputusan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan olel Kepala Bagian Kenangan sesuai dengan bidang
tugasnya. '

Paragraf ...



Paragraf Ketiga

R e

Bagian Perencanaan dan Rekam Medik Py ol

Pasal 36

Kepala Bagian Perencanaan cdan Rekam Medik mempunyai wgas pokok memimpin,
melaksapakan kegintan perencanaan program dan rekam medik yang meliputi Sub  DBagian
Perencanaan Program dan Pelaporan, Sub Bagian Rekam Medik dan Sub Bagian Infurmasi di
lirgkungan RSUD.

Pasal 37

Untuk menyelenggara<an tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Bupali ini,
Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, mempunyai fungsi

a.
k.

G,
pengembangan dan peningkatan kegiatan pengkajian hukum, publikasi dan perpuistakaan,

perencanaan kegiatan dan kebutuhan perencanaan program den rekam medik:
penyelenggaraan kegistan, pengkajian dan penelaah hukun, perpustakpan, publikasi,
pemasaran sosial dan informasi rumah sakit; i
menvelenggarakan kegiatan rekam medik, penyusunan laporan dan proprant,

sosial pemasaran dan informasi ramah sakit, penyusur.an laporan dan program rekam wedik;
dan

pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan prograny dan Lporan
rekam medik. pengkajian hukum dan informasi, perpustakaan, publikasi dan  pemisiran
sosial. _

Pasal 38

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Fekam Medik sebagaimini ciminsud
Pasal 36 Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

il.

o e o
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melaisanakan koordinasi penyusunan rencana  kegintan dan Kebutuhin sub Soeutan
Fenyusunan Program dan Pelaporan, Sub Bagian Rekam Medik dain Sub Bagian fnfermuast,
melak sanakan kegiatan perencanaan,

melaksanakan kegiatan rekam medik;

melakasanakan kegiatan pemberian informasi rumah sakit;

melaksanakan koordinasi dengzan Kepala Bidang lainya dirumal sakit sesuad kehutibum yung
keterpaduan kerja; merencanaka kegiatan dan kebutuhan 3idang Perencanin ¢an [Lekam
Medik;

mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Bidarg Perencanann der. Rekam Medie:
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan program dar rekam
medik;

melaporken pelaksanaan tugas kepada atasan baik sccara lisan ataupun tertubis sehagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

membeari penlaian pekerjaan bawahan melalui DP.3 guna mendorong prestisi bern Fawathan;
memberikan saran dan masukan kepada atasan, baik secara lesan maupun tertulis sebaga
bahan pertimbangan atasan sebagai pengambilan keputusan; dan

pelaksanean tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencunaan dan Rekio tedik
sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 39

(1) Bagian Perencanaan dan Rekam Medik sebagaimana dimaksud Pusal 36 Peraturan Bupati
ini, membawahkan
a, Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Rekam Medik; dan
¢. Sub Bagian Informas;i,

(2, Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayut (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Perencanaan dan Rekam Medik, 2

Pasal 40 s b | e

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menviapkan,

mengelola, menyusun prograra dan laporan kegiatan semua unsur di lingkungan RSUD,

Pasal 4]

Untuk menyelengparakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan iy P ini,
Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan, mempunyai fungsi : '
penyusunan program kerja di bidang perencannan kegiatan don pelaporan;

perencanaan kegiatan dan kebutuhan Sub Bagian Perencanaan Program dan Peloporu:
penyelenggaraan peraturan penyusunan program dan laporan;

pengembangan dan peningkatan kegiatan penyusunan program dan laporan: dan

pelaksanaan pengendalian, evaluasi penyusunan program d¢an pelaporan,

S T

Pasal 42

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dun Peluperan sehuitimanag

dimalisud Pasal 40 Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

4. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan Sub Bagian Perencanann Provsan dan
Pelaporan, gl ‘

b. melaksanakan kegiaian perencanaan:

melaksanakan penyusunan laporan hasil perencanaan [, ogrum;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lainnya di linokungan Bagion Pereaeanaan

‘Program dan Rekam Medik:

menyelenggarakan rujukan;

pengerabangan dan peningkatan kegiatan penyusunan program an liporan;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan atau icriulis sebagai pertinepuny

Jawaban pelaksaksanaan ‘ugas: g A

memberi penilaian pekerjaan bawahan melalui DP.3:

per.gendalian evaluasi dan pelaporan penyusunan program dan luporan:

J. memberikan saren dan masukan kepada atasan baik secara Jisun manpun tertel s sehapai
bahan pertimbangan atasan dalam pengambi,an keputusan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaar. dan Rekan Medik
sesual dengan bicang tugasnya.

m e oo
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Pasai 43 L i

Kepala Sub Bagien Rekam Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan
sernua kegiatan rekam medik di lingkungan RSUD.

Pasai 44

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasul 43 Peraturan Hupati il
Sub Bagian Rekam Medik, mempunyai fungsi :

. penyusunan program kerja di bidang rekam medik;

perencanaan kegiatan dan kebutuhan sub bagian rekam medik:

penyelenggarzan kegiatan dan pengelolaan rekam medik;

pengembangan dan peningkatan kegiatan rekam medik; dan

pelaksanaan pengendalizn evaluasi dan pelaporan kegiatan rekam medik.

oo

Pasal 45

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Baglﬂn Rekam Medik sebugaimana dimaksud asal
' Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

a. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan Sub Bagian Rekam Medik;

b. menyelenggarakan kegiatan assembling, reporting, koding dan indexing: .

¢, menvelenggarakan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan dan  pencgendaling sena
pemusnahan dokumen rekam medik; ¢

d. pengembangan dan psningkatan kegiatan penyusunan program Jan laporan;

e. menyelenggarakan admisi dan registrasi pasien:

f. menyelenggarakan Pelayanan TPPRJ dan TPPRI; -

¢. melaporkan tugas kepada atasan baik iesan maupun tertulis schagai pertangpeng Hwaban
pelaksanaan tugas;

h. memberi penilaian pekerjaan bawahan melalui DP.3;

pengendalian’evaluasi kegiatan rekam medik;

j.  memberikan saran masukan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sehagai dahan
prriimbangan atasan dalum pengambilan keputusar,; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Relm Medil,

sesual dengan bidang tugasnya.

Pasal 46 o
Kepala Sub Bagian Inforrasi mempunyai tugas pokck memimpin I‘damﬂnfﬂl s i Sub
Bagian Informasi rumah sakit dan melaksanakan pengumpulan dan araliso aI. L unluk

menghasilkan infermasi bagi kepentingan manajemen dan kepentingan pelayanan.

Pasal 47 ¢

Untuk menyelenggarakan tugas pnkok sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Brpaii ini,
Sub Bagian Informasi, mempunyai fungsi :

a. penyusundn progrem kerja di bidang informasi;

b. perencanaan dan kegiatan sub bagian Informasi;

G::)pen;-,f:iungga:w;_kegiatun, pengkajian  dan hukum, menyelenggaraon  puopestakann,

publikasi, pemasaran sosia) dan informasi rumal sakit;
d. pelaksannan oo,
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d. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kegiatan pengkajian don penclaahan hukum
penyelenggaraan perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi rumah sakit: dan

e. pelaksanaan pengendalian evaluasi dan pelaporan, pengkajian dan penclaahan hukum
penyelenggaraan perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi cumah sakit,

Pasal 48

Uraian Tuga.; Jakatan Kepala Sub Bagian Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peratugan

Bupati iri, terdiri dan :

a. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan Sub Bagian Informasi rumah sahit

b. menyelenggarakan kegiaten pengoighan dan informasi dat, puw;,lmywm w piblikasi.
pemasaran sosial dan informasi rumah sakit;

c. pengembangan dan peningkatan kegiaten penyusunan Sistem Informasi Rumah  Sakit,
publikasi, dan pemasaran sosial;

d. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lainnya d lingkungan Bidang Perencanaan
Program dan Rekam Medik;

e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, baik secara lisan maupun tertelis  sebaga
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

f. meinberi penilaian pekerjaan bawahan melalui DP.3;

g. memberikan informasi bagi pegawai baru tentang public relation rumah sakit; .

. memberi saran dan masnkan kepada atasan, baik secara lisan maupun tertulis sehagii hhan
pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

i. menyusun telaah staf di bidang informasi rumah sakit;

j. pengendalian evaluasi kegietan sistem informasi rumah sokil, publikasi, dan pemasarar
sosial; dan '

k. pelaksanaan tugas lair yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Mediy
sesuai dengan bidang tupasnya.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Bidang Pelayanan f
Pasal 49

Wakil Direktur Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanain ugis i
bideng pelayanan mnzdik, pelayanan keperawatan dan pelayuanan penunj: ng medik dan menynsun
kebijeksanaan, membina pelaksanaan, mengoordinasikan dan mer E,m-“m pelaksanaan wgas di
bidang pelayanan medlk pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik RSUD sesuai

-donpan peraturan "-mmﬂnnfr-undangan yang berlaku.

Pasal 50 E

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud Pasal 49 Peraturan Bu;um ini. “Waki!
Direktur Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan;

b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan;

c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan:

d. pengoordinasian penyelenggaraar. pelayarian penunjang medik;

5

¢. pengoordinasiit ...

L
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pengoordinasian penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kegiatan pelayanan:
penyelenggaraan evaluasi bidang pelayanen ; dan

fasilicator penyelenggaraan peningkatan sumberdaya bidang pelayanan dan instalasi-
instalasi.

e

Pasal 51

Uraian Tugas Jabatan Wakil Direktur Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 4%

Peraturan Bupati ini, terdiri dar :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Medik, Pelayunan Keperawalan. Pelayana
Penunjang Medik berdasarkan program kerja den hasil evaluasi tahun sehelumnyi sehaga
pedoman kerja; :

b. membantu Direktur dalam penyelenggaraan dan pelayanan keschaten dit KBUL secarn
paripurna d: bidang pelayanan;

c. menyusun kebijaksanaan dalam menyelenggarakan kegiatan DBidang Pelayanun Medik,
Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medik, berdasarkan hasil evalunsi tahun
sebelumnya rebagai psdoman pelaksana di Bidang Pelayanan Medik, Pelayanan
Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medik guna tercapairya tujuan kegiaten Bidang
Pelayanan Medik, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medik  yang berdava guna
dan berhasil guna; b

d. mervmuskan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan kegiatun I Bidang
Pelayenan Medik, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medik  besdasarkan
prioritas dan kondisi obyektif egar pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelayanan Medik,
Pelayaran Keperawatan, Pelayanan Penunjang Medik  sesuni dengan arah kebijakan
Direltur; -

e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ketijakan di Bidanp Pelayanan Medik, Pelayvanan
Keperawatan dan Pelayanan Penunjang Medik,

f. memberikan petanjuk kepada masing-masing bawahan untak sinkronisest peloksanacn tigas,

g. mengoordinasikan seluruh kegiatan di Bidang Pelayanan Medik, Pelayanan Keperiwatan,
Pelayanan Penunjang Medik dengan Bagian Sekretarial, Keuangan dan Perencrnoan dan
Rekam Medik guna mewujudkan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan
yang bulat dan utuh da’am rangka memantapkan kebijakan pelayanan kesehalan;

h. melaksanakan pembinaan pelayanan di Bidang Pelayanan Medik, Pelayanan Keperniwaian,
Pelayanan Penunjang Medik,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlak;

.. melapcrkan pelaksanaan tugus kepada atasan secara ltertnlis maupun lisan sebagai

pertanggung jawaban peleksanaan tugas;

memberikan penilaian kepada bawahan melalui DP.3;

menyampaikan satan dan masukan kepada Direktur secara lisan maupun teriilis sebagai

bahan pertimbangan da'am pengambilan keputusar; dan 4

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Foran

Pasal 52

Wakil Direktur Bidang Pelayanan, sebagaimana dimaksud Pasul 49 Peraturan Tupati ini,
terdiri dari :

a. Bidang Pela;anan Medik;

b. Bidang Peleyanan Keperawatan; dan

a—y
Wb

(

4

o, Bidang ...,




| C.  Bidang Pelayanan Penunjang Medik,

(2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1)

' Fepala Bi i :
PeIayananfjang yeng berada di bawah dan bertanzgung jaw

Masal ini dipimpin olch seorang
ab kepada Wakil Direktur Bidang

j - Paragraf Kesaty

| i I, £
| Bidang Pelayanan Medik oy

| Pasal 53 '

. Kepala Bj ; .
i bi dﬁn e ;Mﬁ:’ﬂna!n Medik mempunyai tugas pokok mernimpin pelaksanaan
R oo oo cosgarakan pelayanan medik I di Instalasi Rawa Jai
1 pawat Intensif, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Medik 11 ;oo olan.
- Bedahdan Kamar Bersnlin, R

lugas di
_ Ranvit Tnnp,
R T T TR AT I RTTTY oY

‘ Pasal S

Untuk menyelenggarakan tugas sebugaimana diaksod Pasal 50 Perntani Popotio vl T,
Pelayanan Medik mempunyai funpsi - "
perencanaan kebutuhar. bidang pelayanan medik:

penyelenggaraan koordinasi pelayanan medik dan eviluas| Dk e lnvaman bl
penyelenggaran pelayanan medik;

pengerabangan dan peningkatan kegiatan pelayanan medik: dan

penyelenggaradn peningkatan sumberdaya pelayanan medik:

o Ao o

Pasal 55

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Meadik sehapaimana dimaksud Pasai 53

Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

a. penyusunan rencana kegiatan bidang medik secara tertulis sebapai pedoman kerji:

b. memahemi dan menjabarkan perintah atasan agar pelaksanaannya sesual kebijnhon dan
terarah;

c. melaksanakan koordinasi dengan Komite Medik, SMF, Sckretariat, Bagian Huewangan,
Bagian Perencanaan dan rekam medik serta bidang lain sesuai kebutuhan guna xeterpaduan
kerja; i .

d. pengoordirasian penyelenggarakan pelayanan medik di Instalasi rawnt jalan, rea fnap.
rawat intensif dan rehabilitasi medik.

e. pengoordinasian penyeleriggarakan pelayanan medik di Insialasi gawat doura, kemar

bedah dan kamar bersalin; .

pengoordinasian penyelenggaraan p=layanan mediko legal;

s

g. pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan keschatan masvarakat rumali sakit dan
permnasaran sosial; '

h. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan bidang medik;

i, merencanakan penyclenggaraan peningkatan pengetahuan  dan ketrampilan dehidang

pelayanan medik;
j. melaksanakan evaluasi kinerja didang medik;
k. melaporkan .
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K. me.aporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan, baik secara lisan mau pun tertulis

L. memberi penilaian pekerjaan bawahan melalu; RES:

m. meimberi saran dan masukan kepada Direktur, baik secara lisan MAaupun et r:uhzlgni.
bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Dircktur Bidang Pelayanan sesuui dengan
bidang tugasnya. '

Pasal 56 v

(1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraivras es oo e

membawahkan :
a. 3eksi Pelayanan Medik [; dar.
b. Seksi Pelayanan Medik II.

(<) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin olch scorang
repala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Peleyanun Medik, '

Pasal 57

Kepala Seksi Pelavanan Medik I mempunyai tugas nokok memimpin pelaksannnn o Sekst
Pelayanan Medik I dan menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawu, Intensif
dan Rehabilitasi Med:k,

'y

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pesal 57 Peraturan Dupat ini.
Seksi Pelayanan Medik I, mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja di bidang pelayanan medik [;

perencanaan kegiatan dan kebutuhan seksi pe'ayanan medik I:
penyelenggaraat koordinasi dan pemeruhan kebutuhan pelavanan mudik 1,
penyelenggaraan keplatan pelayanan medik I;

pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kegiatan pelayanan medik | serta
penyelenggaraan evaluasi seksi peldyanan medik I; dan

f. penyelenggaraan ;eningkatan sumberdaya pelayanan medik

o oon oo

Pasal 59

Urainn Tugas Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Medik | sehapaimang dimaxsud asal 57

Peraturan Bupalti ini, terdiri deri ; ;

a. menyusun kegiatan Seksi Pelayanan Medik I secara tertulis sebagai pedoman kerja:

b. penyelenggaraan pelayanan medik 1;

¢. memahami dan menjabarkan periniah atasan agar pelaksanaannya sesuni kebiiakan dan
terarah;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidaag tugas masing-masing,

e. melaksanakan koordinasi dengan Komite Medik, SMF, Sub Bidang lain sesuad kebutihan
_guna keterpaduan kerja,

f. pengoordinasian peyelenggarikan peiayanan poli rawat jalan,
g, pengoordinasine g
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g pengnardmasm peyelenggmakan pelayanan rawat inap,

h. pengoordinesidn peyelenggarakan pelayanan rawa: Intensif,

1. pengoordinasian 1 peyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik;

J» pengoordinasian peyelenggarakan pelayanan mediko lepal:

k. pengoordinasian penyelenggarakan penyuluhan kesehatan kesehatan masyarakat rumah sakit
dan pemas sosial;

l. mengemban dan meningkatkan kegiatan Seksi Pelayanan Medik [;

m. merencanakan penyelenggaraan pengetahuan dan ketrampilan Seksi Pelayanan Medik I:

n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan, baik secera lisan maupun tertulis:

0. memberi penilaian pekerjaan bawahan melalui DP.3 ;

p. memberi saran dan masukan kepada Direktur melalui Kepala Bidang Palayanan Medik dan
Wakil Direktur Bldﬂng Pelayanan, baik secara lisan maupun tertulis sebapni bahan
pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan; dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai dengan
bidang tugasnya

Pasal 60 A le Lf"}._-_._.__

Kepala Seksi Pelavanan Medik II mempunyai tugas pokok mcr'{lmpm pelaksanaan di Scksi
Pelayanan Medik II dan menyelenggarakan pelayanan inedik instalasi gawil uaruri,, nmﬂr,
bedah dan kamar bersahn )

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 60 Peraturar Dunati ini,

Seksi Pelayanan Medik II, mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan medik I1;

perencanaan kegiatan dan kebutuhan seksi pelayanan medik I1;

penyelenggaraan koordinasi dan pemenuhan kebutuhan pela}fﬂnﬂn medik J1;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik II; :
pelaksanaan © pengembangan  dan pening‘mtan kegiatan  pelavanan medik T serla

penyelenggaraan evaluasi scksi pelayanan madik I1; dan

penyelenggaraan peningkatan sumberdaya pelayanan medik Ii:

& oo o

b

Pasal 62

Uraiun Tugas Jabatan Kepula Scksi Pelayanan Medik II sebapaimana dimaksud l'asal 60
Peraturan Bupati ini, terdiri dari : '
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medik I sebagai pedoman kerja;
b. penyelenggaraan pelayanan medik II;
¢. melaksanakan knordinasi dengan Seksi lain di Bidang Pelayanan Medik sesuai kebutuhan
guni Ic-:.tarpadum
: pcngﬂqrd 518 penyelunggarakdn pelayanan gawat darurat; ¢
. pengaord '+r,_m _I-, enyelengparakan pelayanan kamar operasi/bedah;

d

e n-u:r "

f. pengo ordifiastdtypenyelenggarakan kamar bersalin;
g

h

o il e g

. pengoordinasian peyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medik;,

. penyelenggaran penyuluhan kesehatan kesehatan masyarakat runmh sakit dan pemasaran
snsial; _
mengembangkan dan meningkatkan kegiatan Seksi Peleyanan Medik I1; *

1 pelaksimaE

[
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J. pelaksanaan pengendalian dan pemulangan pusien;

k. pengoordinasian penyelenggarakan peningkatan pengetahuan dan  ket:ampilan  Soksi
Pelayanan Medik II, termasuk tenaga dari instansi di luar ruma sakit;

l.  melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis;

m. memberi penilaian pekerjaan bawahan melalui DP.3;

memberi saran dan masukan kepada Direktur melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik dan

Wakil Ditektur Bxdﬂng Pelayanan, baik secara lisan maupun tertulis schagai bahan

pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan; dan

0. pelaksanaan tigas lair yang diberikan oleh Kepala Btdang Pelayanan Medik sesuai dengan
bidang tugasnya. °

=

R

Faragraf Kedua
Bidang Pelayanan Keperawatan :
Pasal 63 R

Kepala Bidang Pelayanan Keperawaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pemibinaan
penerapan asuhan keperawatan, pembinaan peningkatan pelayanas keperawatan dan himbingan
mutu keperawatan serta pengawasan penerapan etika keperawatan,

i

Pasal 64

Untuk menyelenggarakan tugns pokok sebagaimana dimaksud Pasal 63 Peraturan Dupati ini,
Bidang Pelayanan Keperawatan, mempunyai fungsi :

penyusunan program keija di bidang pelayanan keperawatan,

perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan keperawatan;

penyeienggaraan pembinaan dan bimbingan pelayanan dan asuhan keperawatarn;

pelaksanaan pelayanan keperawatan dan evaluasi bidang pelayanan keperawatan;
pengembangan dan peningkatan kegiatan bidang pelayznan keperawatan: J...,
pengoordinasian penyclenggaraan peningkatan sumberdaya keperawatan.

-0 Lo o

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 63 Peraturan Dupati ind

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :

a, menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan sebagai pedoman kerju;

b. menyusun tata kerja di lingkungan keperawatan yang melipuli cara pelaksanaan tupas,
pendistribusian tugas dan penentuan target kerja serta pengendalian pelaksanaannya;

¢. melaksanakan kegiatdn pelayanan keperawatan sesual etika keperawatan;

d. mempelajari kebijakan direktur di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawalan scbhogai

pedoman dalam pelaksanaan tugas; :

e. memberi pertimbangan Dircktur tentang rancangan standar asuban kup::r: pYVaLIn yang
diusulkan Komite Keperawatan;

. meryusun usulan rencana kegiatan kursus, penyegaran, ceramah dan ]mnduhk u larnbahan
bagi perawat;

g. melaksanakan koordinasi diantara Seksi Pelayanan Keperowatan di lingkunpan Didang

Pelayanan I eperawatan sesuai kebutuhan guna keterpaduan kerja;
h. melaksenakan ...
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h. melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sesuai kebutuhan, guna kelancaran tugas.

i. memeriksa dan merandatangani surat dan dokumen yang herhubungan denean Tidany
Pelayanan Keperawatan yang diajukan bawahan;

j. menilai dan mengendalikan tugas bawahan di lingkungan Bidang Telayanan Keperawatan
melalui laporan dan hasil kerja langsung,

k., membuat laoran berkala dan laporan khusus Bidang Pelayunan Keperawatan kepada Wakil
Direktur Bidarg Pelayanan ;

l. meneliti Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukaa daci Ka Instalasi
un‘uk  ditandatangani Wakil Direktur Bidang Pelayanan schelum dikirim ke Thn Angk
Kredit;

m. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegplatan
pelayanan dan bimbingan keperawatan;

n, menganalisa dan menilai mutu asuhan keperawatan dan pelayanan keperawalan, kebutuha:,
tenagn serta pengembangan SDM secara berkala sesuai standar yung ditetankan;

o, mengoreksi usulan k:butuhan tenaga keperawatan, fasilitas keperawatan yang diusulxan olch
Seksi Pelayanan Keperawatan/instalasi;

p. membuat usulan kebutuhan tenaga dan fasilitas di lingkungan DBidang Pelayanan
Keperawsatan berdasarkan usu.an Seksi Pelayanan Keperawatar;

q. mengawasi daa menilai kegiatan orientasi perawat baru di lirgkungan rumah sukit:

r. mengawasi dan menilai kegiatan praktek keperawatan siswa/mihasiswa sesuai prograrn.

s. memberi penilaian pekerjaan bawahan melalui DF.3;

t. memberikan saran dan masukan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis scbagai
bahan pertimbaagaii atasan dalam pengambilan keputusan;

u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Dircktur Bidang Pelayanan sesusi dengan
bidang tugasnya.

Pasal 66

(1) Bidang Pelayanan Keperawatan scbagaimana dimaksud Pasal 63 Perawrap Hupati ini,
metribawahkan :
a, Seksi Pelayanan Keperawatan [; dan
b, Seksi Pelayanan Keperawatan II.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin olch searani Kepala
Saksi vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Keperawatan. ; ;

iy

Pasal 67 i
Seksi  Pelayanan Keperawatan | mempunyai tugas pokok meiakswciinn ohnaan,
mengoordinasikan, peherdpan asuhan keperawatan, pembinain  peningkatan  pelayanan
keperavatan, bimbiugai mulu keperawatan setta pengawasan penerapan etika keperiwii in untuk
Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instansi Gawat Darurat.

Pasal 68

Untuk menyz'enggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 67 Peraturan Lupati ini,
Selsi Pelayanan Keperawatau I, mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan dan kebutuhan Seksi Pelayanan Keperawatan I

b, penyelenggurain .o
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penyelenggaraan, pembinaan, mengoordinasikan bimbingan pelayanan  dan  asahan
keperawatan I,

pengembangan dan peningkatun kegiatan Scksi Pelayanan Keperawatan |

penyelenggaraan evaluasi Seksi Pelayanan Keperawatan I

penyelenggaraan veningkatan sumberdaya keperawatan;

pelaksaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang elayanan Ke Perawatun sesuad
dengan bidang tugasnya,

Pasal 69

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan | sebagaimana dirnaksud Pasal 67
Peraturan Bupati ini, terdiri dari .

-

menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan 1 secara terlulis schagai
pedoman kerja;

meleksanakan legiatan Pelayanan Keperawatan I

melaksanakan koordinasi dan mengendalikan para bawahan dalam penggunaan fsilites dan
peralatan di Seksi Pelayanan Keperawatan I;

melaksanakan koordinasi di antara Seksi Pelayanan lainnya di lingkungan Bidang Pelayanan
Keperawatan sesuai kebutuhan guna keterpaduan kerja; A
melaksanakan kocrdinasi pelayanan asuhan keperawatan, meningkatkan  pelayanan
keperawatan serta pengawasan penerapan etika keperawatan:

menyusun rencana anggaran kebutuhan pelayanan keperawaton dengan menpanalisa
kebutuhan logistik keperawatan, usulan dari Kepala Instalasi szrta berdasarkan program
kerja Bidang Pelayanan Keperawatan; '
mengembangkan dan meningkatkan pelayanan keperawatan;

membuat usulan (enaga berdasarkan beban kerja di lingkungan Seksi Prlaynnan
Keperawatan I, diajukan kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;

menyiapkan dan mengoreksi dafar usulan penetapan angka kredit pelayanan keperawatan
yang diusulkan dari Kepala Instalasi untuk diteliti Kepala Bidany; Pelayanan Keperavwatan;
melaksanakan, n:engendalikan dan mengevaluasi hasil kineria mahasiswa prakick dengan
cara menganalisa data, permasalahan yang ada, serta aliernatif pemecahannya;

melakukan evaiuasi kegiatan seksi pelayanan keperawatan I; _

melaporken pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan mapun secara twrulis schagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

. memben penilaian pekerjaan tuwahan melalui DP3 guna merdorong prestasitkerja bawahan;

memberikan saran dan masukan kepada atasan, baik secara lisan maupun secara terlulis
sebagal bahan pertimbangan atasan dulam pengambilan keputusan; dan _
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peluyanan Keperawatan sesuai
dengan bidang tugasnya. ;

Pasal 70

Kepala Seksi Pelayunan Keperawatan I1 mempunvai tugas pokok melaksanakar 2o tinean,
mengoordinasikan penerapan asuban keperawatan, pembiraan peningralir o avanan
keperawatan, bimbingan mutu kepsrawatan serta pengavvasan penerapan etika kupecaswatan
untuk Karnar Bersalin, Kamar Bedah, Rawat Intensive dan Rehabilitasi Medik.



C 28
Pasal 71

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 70 Peraturan Bupati ini,
Seksi Pelayanan Keperawatan II, mempunyai fungsi :

a,
b,

e oo

perencanaan kegiatan dan kebutuhan Saksi Pelayanzn Keperawatar, 11;

penyelenggaraan, pembinaan mengoordinasikan  bimbingan pelavanan  dan  asuhar
keperawatan I1:

pengembangan dan peningkatan kegiatan Seksi Pelayanan Keperawatan II;

penyelenggaraan evaluasi Seksi Pelayanan Keperawatan 11

penyelenggacaan peningkatan sumberdaya keperawatan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai
bidang tugasn;, a, ' -

Pasal 72

Uraian Tugas Jabatan Kenala Seksi Pelayanan Keperawatan [I schagaimana dirnassiid Pasal 70
Peraturan Bupati ini, terdiri dari -

a.

b,
c.

menyusun rencana kegiatan Bicang Pelayanan Keperawatan 11 secara teriulis se bagui
pedoman kerja; _
melaksanakan kegiatan Pelayanan Keperawatan II; .
melaksanakan koordinasi dan mengendalikan para bawahan dalam penggunaan asilitas
dan peralatan di Seksi Pelayanan Keperawatan ]1; '
melaksanakan koordinasi di antara Seksi Pelayaran lainnya di lngkunps Bidang
Pelayanan Keperawstan sesuai kebutuhan guna keterpaduan kerja;
melaksanakar. koordinasi pelayanan asuhan keperawatan, meningkatkan sl yanan
keperawatan nerta pengawasan penerapan etika keperawatan;
menyusun reficana anggaran kebutuhan pelayanan keperawatan dengan m. roanalisy
kebutuhan logistik keperawaten, usulan dari Kepala Instalasi serta berdasarkar program
kerja Bidang Pelayanan Keperawatan;
mengembarigkan dan meningkatkan pelayanen keperawatan:
membuat usulan tenaga berdasarkan beban kerja di lingkungan Scksi Pelavanan
Keperawatan 1, diajukan kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan:
menyiapkan dan mengorcksi daftar usulan penetapan angka kredit pelayanar Lenerwatan
- yaag dinsulkan dari Kepala Instalasi untuk diteljti Kepala Bidang Pelayanan K eperswatan:
melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi hasi! kinerja inabesiswa prakick dengan
card menganalisa data, permasalahan yang ada, serta alternatif pemecahannya;
melakukan evaluasi kegiatan seksi pelayanan keperawatan 11;
melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan mapun secara terulis schagai
pertdnggungjawab.in pelaksanaan tugas;

- memiberi penileian pekerjaan bawahan ‘melalui DP3 guna ;ncndomng prastasi kerja

bawahan;

memberikan sarun dan masvkan kepada atasan, baik secara lisan maupen secaa lerlulis
sebagai bahan pertimbangar, atasan dalam pengambilan keputusan: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sasuaj dengan bidang tugasnya.

Paragealiai,
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Paragraf Ketiga
Bidang Pelayanan Penunjang Medik & ' i o
Pasal 73

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok memimpin pelikaunaan di
Bidang Peclayanan Penunjang Medik dan menyelenggaraken pelayanan penunjang medik I
(Farmasi, Laboratorium, Pelayanan Darah, Radiologi, Gizi) dan pelavanan penunjarg medik (1
(pelayanar Hemodialisa, Endoskopi, Penunjung diagnosa lainnya). -

Pasal 74

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 73 Peraturan upali ini.
Bidang Pelayanan Penunjang Medik, mempunyai furigsi :

perencanaan kegiaten dan kebutuhan bidang pelayanan penunjang medik;

penyelenggaraan koordinasi dan pemenuhan kebutuhan pe.ayanan penunjang medik;
penyelenggarann pelayanan penunjang medik;

pelaksanaan pelayenen penunjang medik dan penyelenggaraan evaluasi  pelayanan
penunjang medik;

pelaksanaan rengembangan dan peningkatan kegiatan pelayancn penunjang medik; LLm
penyelenggaraan peningkatan sumberdaya pelayanan penunjang medik.

o op

M

Pasal 75

Uraian Tugas Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimak; ml Pasal

73, terdiri dari :

a. menyusun rengana kegiatan pelayanan penunjang medik [ dan penunjang medik 11 secara
tertulis sebagai pedoman kerja penunjang;

b. melaksanakan koordinasi dengan Komite Medik, SMF, Sckretaris, Bagian Keunnuan, bagiar,
Perencanaan dan Rekam Medik dan Bidang lain sesuai kebutuhan guna keterpacuan kerja;

¢. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik di instalasi farmasi, laborat, peloyiaan darah,
radiologi dan gizi,

d. menyelenggarakan pelayanan Penunjang Medik Flemodialisa, Endoskopi, din penusjang
diagnosa lain sesuai pengembangan pelaydnan;

e. melaksanakan pengelclaan peralatan kesehatan yang melipuli perencanasn heluiuhan,
pengmlaan, pendistribusian, pengawasan ptnggunaan dan »emeliharaan peralatan medik day
penunjang medik;

f. mengembangkﬂn dan meningkatkan kegiatan pelayanan penunjang medik:

g. melakukan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Penunjang Medik:

h. melaporkan pelaksanaari tugas kepada atasan, baik secara lisan maupun teriulis schagal
pettanggungjawaban pelaksanaan tugas; .

i. memberi penilaian DP.3 guna mendorong prestasi kerja bawahun;

' memberikan saran dan masukan kepada pimpinan baik secara lisan maupun teriulis sebagai
bahan pertimbangan atesan dalam pengambilan keputusan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yanz diberikan oleh Wakil D: rcktur Bidang Pelavanan sesuai dengan
bidang tugasny-.



Pasal 76

(1) Bidang Pelayanan Peaunjang Medik sebagaimana cimaksud Pasal 73 Peraturan Bupati ini,
membawahkan : _
- a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik I; dan
b. Seksi Pelayanan Penurjang Medik I1.

(2) Masing-masing Seksi scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh scorang
Kepala Seksi yang terada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepiia Bidang
Pelayanan Penunjang Medik.

Y

Pasal 77 st P

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik I meinpunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan di
Bidang Pelayanan Penunjang Medik I dan menyelenggarakan pelayanan penunjang medik 1
meliputi Farmasi, Laboratorium, Pelayanan darah, Radiologi dan Gizi,

f g

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud Pasal 77 Peraturan Bupati ind, -
Seksi Pelayanan Penunjang Medik I, mempunyai fungsi : ]

a. penyusunan program ketja di bidang pelayanan penunjang medik I:

b. perencanaan kegiatan dan kebutuhan seksi pelayanan penunjang medik [

¢. penyelenggaraan koordinasi dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang medik 1

d. pelaksanaan pelayanan penuniang mredik I; .

e. pelaksanaar dan pengembangan pelayanan penunjang medik [ serla penyclenizearaan
evaluasi seksi pelayaran penunjang medik I; dan

f. penvelengparaan peningkatan sumbe-daya pelayanan penunjang medik I;

Pasal 79

Uraian Tugas Jabatan Kepala Scksi Pelayanan Penuniang Medik | schapaimana dimakad Poasal
77, tetdini dari :
a. menyusun rencana kegiatan pslayanan penunjang medik 1 secara tertulis schagsi - doraan
kerja penunjang; :
b. nelaksanakan koordinasi dergan Komite Medis, SMF dan Seksi Pelayanan 1":nunjony
Medik II sesuai kebutuhan guna keterpaduan kerja;
menyelenggarakan pelayanan farmasi;
menyelenggarakan pelayanan laboratorium;
menyelenggarakan pelayanan pelayanan darah;
menyelenggarakan pelayanan radiologi;
menyelenggarakan pelayanan gizi;
mengembangkau dar. memngkatkan kegiatan pelayanan penuniang  medik  Melikukan
evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang Medik I;
melakukan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Penunjang Medik [;
J. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan, baik secarz lisan mapun tertulis sebapai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; ;
SR T
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